
GUBERNURGORONTMJO
PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR3.9 TAHUN2016

TENTANG

PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARAN
PENDAPATANDANBELANJADAERAHPROVINSIGORONTALO

TAHUNANGGARAN2015

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTALO,
Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244);
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13. Peraturan Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerlntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir
dengan Peraturan Pemerlntah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

15. Peraturan Pemerlntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerlntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana

Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerlntah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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22. Peraturan Pemerlntah Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Laporan

Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah Kepada Pemerlntah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerlntahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

23. Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubemur sebagai Wakil Pemerlntah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

24. Peraturan Pemerlntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerlntah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

2014 Nomor 15;
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo

Tahun 2015 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANGUBERNUR GORONTALOTENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH PROVINSI

TAHUN ANGGARAN2015

PENJABARAN
ANGGARAN
GORONTALO
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Pasal1

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan:
1. Pendapatan asH daerah
2. Dana perimbangan
3. lain -lain pendapatan

yang Sah
Jumlah Pendapatan

b. Be1anja:
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja pegawai
b) belanja bunga
c) belanja subsidi
d) belanja hibah

e) belanja bantuan sosial
f) belanjabagihasil
g) belanja bantuan-

keuangan

h) belanja tak terduga

2. Belanja Langsung .
a) belanja pegawai
b) belanja barang dan jasa
c) belanja modal

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

dan Belanja Daerah Tahun

Rp. 289.557.151.141,95
Rp. 934.046.394.149,00

Rp. 165.720.667.499,00
Rp.1.389.324.212.789,95

Rp. 269.685.979.652,00
Rp. 0,00

Rp. 0,00
Rp. 204.002.311.020,00

Rp. 3.006.000.000,00
Rp. 122.823.973.654,00

Rp. 18.135.176.567,00
Rp. 2.451.047.500,00

Rp. 620.104.488.393,00

Rp. 52.049.233.531,00
Rp. 391.533.251.205,00
Rp. 344.244.075.019,00

Rp. 787.826.559.755.00
Rp 1.407.931.048.148,00
Rp. (18.606.835.358,05)

c. Pembiayaan:
1. penerimaan Rp.
2. pengeluaran Rp.
JumlahPembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan(SILPA)

87.002.816.278,86
0,00

Rp. 87.002.816.278,86

Rp. 68.395.980.920,81

Pasal2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
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Pasal3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi

anggaran.

Pasal4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur

Pasal6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di G

padatangg

~UBER

Diundangkan d~Gor.<;mtalo
pada tanggalltl:_~O 1 ~

SEKRETA~ B OVINSI GORONTAW,

WINARNID MONOARFA
BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2016 NOMOR 1;':1
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